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Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini 
yang menjelaskan tentangimplementasi pasal 21 huruf d undang-undang 
nomor  5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara terkait perlindungan hak 
pns maka penulis menggunakan beberapa teori. Teori merupakan pernyataan 
yang mendeskripsikan apa yang terjadi dan menjelaskan apa yang terjadi. 
Teori merupakan pernyataan mengenai adanya suatu hubungan positif antara 
gejala-gejala yang yang diteliti dalam suatu atau factor tertentu dalam 
masyarakat. Teori yang digunakan oleh penulis terkait permasalahan yang 
dirumuskan dalam penelitian ini yaitu teori Implementasi, Hak dan 
Kewajiban, Hak Pegawai Negri Sipil, Pegawai Negri Sipil, Aparatur Sipil 
Negara, Kepegawaian, dan Perlindungan. 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Implementasi 
Arti kata implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa 
Indonesia) yaitu pelaksanaan atau penerapan.Sedangkan pengertian umumnya 
adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara 
cermat dan terinci. Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “to 




implementasi merupakan suatu kegiatan yang dapat direncanakan serta 
dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna 
mencapai suatu tujuan kegiatan.Dalam kalimat lain, kata implementasi itu 
sebagai penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menyebabkan 
dampak terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan agar timbuldampak 
yang berupaundang-undang,peraturan pemerintah, keputusan peradilan serta 
kebijakan kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga pemerintahan 
dalambernegara.Secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses 
pengumpulan sumber daya serta diikuti dengan penentuan tindakan yang 
harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan. 
Rangkaian yang diambil merupakan bentuk dari rumusan-rumusan 
yang sudah diputuskan dalam kebijakan menjadi berbagai macam pola 
operasional yang akan menimbulkan perubahan sebagaimana dipesankan pada 
kebijakan sebelumnya.Pada hakikatnya implementasi merupakan sebuah 
pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah diputuskannya suatu 
kebijakan. Dalam tahapan ini akan melibatkan seluruh stake holder yang ada. 
Implementasi kebijakan meliputi 3 unsur yaitu : 
1. Tindakan yang diambil oleh badan atau lembaga administratif 
terkait, 
2. Tindakan yang mencerminkan ketaatan kelompok target serta 
jejaring sosial, 





Ketiga unsur tersebut akan menimbulkan dampak baik sesuai apa yang 
diharapkan atau dampak buruk yang tidak diharapkan oleh para 
pegawai.Kemudian hasil dari implementasi kebijakan akan terwujud dalam 
beberapa ciri yang merupakan hasil output yang biasanya berwujud konkret 
seperti dokumen, jalan, orang, lembaga, atau outcome berwujud rumusan 
target serta dampak yang diharapkan maupun tidak diharapkanputuskannya 
sebuah kebijakan yang diinginkan. 
 
 
B. Tinjauan Umum Tentang Hak dan kewajiban 
Definisi Hak sendiri menurut Bahasa Latin menggunakan kata ius-
iuris untuk hak yang pada awalnya menunjukkan hukum objektif (keseluruhan 
undang-undang, aturan-aturan, dan lembaga-lembaga untuk mengatur 
kehidupan masyarakat demi kepentingan umum), tetapi kata ini hanya untuk 
menunjukkan hak atas kepemilikan.Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI), hak atau huk adalah wewenang menurut hukum.Menurut buku Etika 
(K.Bertens), hak bisa diartikan sebagai tuntutan seseorang dan kelompok yang 
sah dan dapat dibenarkan menurut hukum.Hak adalah sesuatu yang dimiliki 
oleh manusia sejak lahir dan sesuatu yang dimiliki atau diterima 
oleh manusia karena sebab-sebab tertentu.Hak yang dimiliki oleh seseorang 
pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap 




suatu masyarakat.1 Orang yang mempunyai hak bisa menuntut (dan bukan 
saja megharapkan danmenganjurkan) bahwa orang lain akan memenuhi dan 
menghormati hak itu.2 Defenisi hak bisa dilihat dari contoh berikut; A adalah 
seorang mahasiswa yang berusia 21 tahun, maka pada Pemilu 2009 ini ia 
berhak untuk memilih calon presiden yang sesuai dengan keinginannya. 
Berikutnya, Menurut tata bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari 
kata dasar wajib yang artinya, harus; sudah semestinya.Kewajiban menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang diwajibkan, 
sesuatu yang harus dilaksankan, keharusan, sesuatu yang harus dilaksanakan, 
atau juga tugas, dan hak tugas menurut hukum. Sedangkan kewajiban lainnya 
mempunyai banyak pengertian, antara lain sebagai berikut; dilihat dari segi 
ilmu fiqih, wajib mempunyai arti pengertian sesuatu yang harus dikerjakan, 
apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. 
Menurut ilmu tauhid, wajib sesuatu yang pasti benar adanya.Sedangkan 
menurut ilmu akhlak, wajib adalah suatu perbuatan yang harus dikerjakan, 
karena perbuatan itu dianggap baik dan benar.3Kewajiban sendiri adalah suatu 
tindakan yang harus dilakukan oleh setiap manusia dalam memenuhi 
hubungan sebagai makhluk individu, sosial, dan tuhan.4 Contohnya, jika A 
adalah seorang yang kaya, ia memiliki kewajiban untuk menolong orang yang 
miskin. Contoh kewajiban diatas adalah kewajiban moral. 
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Hak dan Kewajiban sendiri memiliki Hubungan yang bisa dilihat dari 
teori korelasi, yang berarti hak dan kewajiban memiliki hubungan timbal 
balik.Hak merupakan prasyarat yang dimiliki seseorang untuk kewajiban dan, 
atau sebaliknya. Seseorang yang berhak atas sesuatu sudah seharusnya 
melakukan kewajiban, dan seseorang yang telah melakukan kewajibannya 
maka ia sudah seharusnya menerima apa yang menjadi haknya. Oleh karena 
itu, hak yang tidak disertai dengan kewajiban tidak disebut sebagai hak.Karna 
sesungguhnya hak dapat didapatkan apabila telah melakukan sebuah 
kewajiban. 
 
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Pegawai Negri Sipil 
Dasar dari adanya hak adalah manusia mempunyaikebutuhan yang 
merupakanpemacu bagi dirinyauntuk memenuhi kebutuhannya, seperti 
bekerja untuk memperoleh uang bagi pemenuhan kebutuhan.Manusia dalam 
kajian ekonmi disebut sebagai sumber daya karena memiliki kecerdasan. 
Melalui kecerdasan yang semakin meningkat mengakibatkan manusia 
dikatakan sebagai homo sapiens, homo politkus dan homo ekonomikus dan 
dalam kajian yang lebih mendalam dapat dikatakan pula bahwa manusia 
adalah zoon politicon.  Berdasarkan perkembangannya di dunia modern, 
dalam prosesnya setiap individu akan berinteraksi dalam masyarakat yang 
semakin meluasdan perkembangannya berikutnya dimulai konsep organisasi 




sebagai homo adinistratikus dan organization man.5 Langkah-langkah yang 
ditempuh dalam suatu organisasi bertujuan untuk  mempertautkan antara 
kepentingan pegawai dan organisasi. Kepentingan pegawai pada umumnya 
terbatas pada kepentingan memperoleh gaji guna memenuhi kebutuhannya 
dan hal ini pun masih dipengaruhi oleh kepentingan lainnya berua keserasian 
arahan kerja dari pimpinana organisasi, kesempatan mengembangkan diri 
sampai dengan adanya jaminan di hari tua (pensiun). 
Berdasarkan pembahasan diatas, kebutuhan manusia dapat 
diklasifikasikan menjadikebutuhan primer dan sekunder yang meliputi 
fisiologis, sosial, dan egoistik. 
1. Kebutuhan primer adalah kebutuhan sandang, pangan, papan, dan 
lain lain yang keseluruhannya bertujuan memenuhi kebutuhan 
dasar manusia yang disebut fisiologis. Manusia selalu berusaha 
agar kebutuhan primer dapat berkesinambung, sehingga dalam hati 
nurani tumbuh harapan adanya kepastian dan keamanan. Kedua 
faktor ini menjadi dorongan yang kuat bagi manusia untuk bekerja. 
2. Kebutuhan sekunder yang besifat relatif ,karena adanya perbedaan 
kebutuhan antara seseorang dengan yang lainnya.menurut Flippo, 
kebutuhan sekunder tersebut terdiri atas kebutuhan sosial dan ego, 
seperti afeksi, disenangi oleh lingkungan. Kebutuhan ego tampak 
dalam berbagai kesempatan, seperti pengakuan terhadap 
kemampuan diri dari lingkungannya, sifat dominan, dan lain-lain. 
                                                          




Berdasarkan hal tersebut, seorang yang bekerja berorientasi pada 
pemenuhan kebutuhan primer dan apabila telah terpenuhi akan 
berkembang kearah pemenuhan kebutuhan sekunder yang sulit 
untuk diukur. 
Menurut Harzberg bahwa setiapmanusiamemerlukan dua kebutuhan 
dasar, yaitu; 
1. Kebutuhan menghindari dari rasa sakit dan kebutuhan 
mempertahankan keangsungan hidup; 
2. Kebutuhan untuk tumbuh, berkembang dan belajar.6 
Harzberg mengadakan analisis yang menghasilakan dua buah 
hubungan sinergis, yang pertama adalah mengenai tingkat kepuasan 
pegawai dari tingkat tidak puas hingga hilangnya ketidakpuasan yang 
disebabkan oleh pengaruh lingkungan.Tipe ini disebut hygienic factor 
yang terdiri dari gaji, hubungan antara pegawai, kebijaksanaan dalam 
bidang administrasi, prosedur dan lain-lain.Hubungan sinergis 
berikutnya adalah tipe motivator yang dimulai dari tingkat 
ketidakpuasan kerja hingga tingkat adanya kepuasan kerja, misalnya 
faktor pengetahuan, keberhasilan untuk mencapai tujuan, kesempatn 
untuk tumbuh berkembang serta dapatnya kemajuan diri.Keseluruhan 
faktor berkaitan dengan erat dengan pekerjaan dan tidak ada kaitannya 
dengan lingkungan fisik, administrasi, dan faktor sosial. 
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Teori Harzberg dapat dianalogikan dengan teori Maslow. Hygienic 
factor dari Herzberg = kebutuhan fisiologis manusia, sedangan tipe 
motivator = tingkat kebutuhan sekunder seperti kebutuhan pengakuan 
diri (self actualization). Teori maslow merupakan  proses kebutuhan 
manusia secar hierarki, sebaliknya herzberg tak perlu ada kaitannya 
namun terfokus pada hygienic factor. Secara umum, tinjauan dari segi 
sosial ekonomis mengenai pegawai merupakan satu kesatuan yang 
kompleks.Pegawai atau tenaga kerja disebut sebagai human resources 
adalah manusia dalam usiakerja (working ages) yang mampu 
menyelenggarakan pekerjaan fisik atau pun mental.Hubungan manusia 
hendaknya dilihat dari segi objek dan tujuan, yaitu manusia yang 
insani yang menjadi tujuan daripada segala usaha, usaha mana yang 
dilakukan pula oleh manusia sebagai subjek atau 
pelaksanaanya.Manusia merupakan faktor atau sumber produksi yang 
berkewajiban memberikan hasil karyanya.Berdasarkan fungsi pegawai 
dalam konteks kepegawaian hal ini berkenaan dengan personnel 
administration.Personel diartikan sebagai golongan masyarakat yang 
penghidupannya dilakukan dengan bekerja dalam kesatuan 
organisatorisnya yang salah satunya merupakan kesatuan kerja 
pemerintah.Administration yang di maksudkan hal ini merupakan tata 
pelaksanaan dengan keterangan yang didalamnya termaktub 
organization, management, dan realisasinya.Administration dalam 




tata administrasi kepegawaian dalam hubungannya dengan personnel 
administration berarti sebagai berikut. 
1. Tata yang menunjukan organization dan management. 
2. Administrasi yang memberikan pengertian disamping 
pengertian administratie dalam bahasa Belanda juga dalam 
rangka pembinaan organization dan management, sehingga 
meliputi pengertian usaha, hukum, serta prosedur. 
3. Pegawai yang mengcangkup pengertian Pegawai Negri Sipil 
(pemerintah). 
Pemahaman mengenai kepegawaian tersebut didasari oleh hal-hal 
sebagai berikut. 
1. Administrasi dari suatu negara adalah hasil produk dari 
pengaruh-pengaruh politik dan sosial sepanjang sejarah negara 
yang bersangkutan. Oleh karena itu, suatu sistem adminstrasi 
tidak akan cukup dipahami dengan baik tanpa adanya 
pengetahuan administrasi dalam bentuk lampau. Pekembangan 
saat ini adalah negara akan mengembangkan administrasinya 
dangan sistem yang sama satu sama lain.  
2. Menyesuaikan dengan pandangan Prof. Dr.J.G. Ch. Volmer, 
ketika memperkenalkan sistem Taylor dinegri Belanda  dimana 




dalampenerapannya di negri belanda yang mengemukakan tiga 
dasar pokok landasan pemikiran berikut.  
a. Bahwa stelsel ini hanya diperuntukkan sebagai dienende 
middle (alat keperluan semata mata untuk mencapai suatu 
kemajuan dalam usaha). 
b. Bahwa semua teori, pengetahuan, cara, dan sitem serta alat 
alat yang dipergunakan yang menyangkut kehidupan 
ekonomis dalam paktik bersifat relatif, karena selalu 
berhubungan dengan keadaan tertentu, tingkah laku 
manusia tertentu, kebiasaan tertentu, atau kebutuhan hidup 
tertentu, sehingga diperlukan pengetahuan mengenai 
keadaan tingkah laku, kebiasaan, dan kebutuhan hidup 
sebelum memilih dan menetukan usaha stelsel atau sistem 
dan alat keperluan untuk kemajuannya. 
c. Bahwa untuk penemuan stelsel atau sistem dan alat 
keperluan itu diperlukan suatu suatu zelfstandige 
ovedenking van ieder problem onder gegeven 
omstandigheden, yaitu keharusan adanya pemikiran yang 
berdiri sendiri dari tiap-tiap problema dalam keadaan 
tingkah laku, kebiasaan, dan kebutuhan tersebut.7 
                                                          





Berdasarkan hal tersebut, pemerintah memberikan hak kepada 
Pegawai Aparatur sipil Negara terbagi antara hak Pegawai Negri Sipil 
dan hak bagi PPPK. Berdasarkan Undang-Undang NO.5 Tahun 2014, 
Pegawai Negri Sipil Berhak memperoleh: 
a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas; 
b. Cuti; 
c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; 
d. Perlindungan; dan 
e. Pengembangan kompetensi. 
Berdasarkan hal di atas, dapat diketahui bahwa analisis mengenai 
aspek kebutuhan pegawai dihubungkan dengan teori-teori yang ada 
dapat menjelaskan mengenai hubungan antara hak dan kewajiban 
daripegawai.Hubungan ini meliputi kecenderungan pegawai untuk 
melaksanakan pekerjaannya berdasarkan kebutuhan secara 
umum.Faktor motivasi yang timbul untuk memberikan prestasi, 
dipengaruhi oleh hukum tertulis yang sepadan terhadap pekerjaan 
yang dikerjakannya.Dalam hal ini, peraturan kepegawaian 
merefleksikan pembatasan terhadapaktivitas, baik secara moril 
maupun dari sudut pandang hukum dan peraturan ini menempatkan 
substansi yang ideal dalam bentuk kewajiban yang menjadi penjabaran 
dari maksud dan tujuan dalam organisasi guna pencapaian 




negara menuju kesejahteraan masyarakat di dalam konteksnya melalui 
administrasi kepegawaian. 
 
D. Tinjauan Umum Tentang Pegawai Negri Sipil 
Kedudukan dan peranan dari Pegawi Negri Sipil dalam setiap 
organisasi pemerintahan sangatlah menentukan, sebab Pegawai Negri 
Sipil meruakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan 
pembangunan nasional. Peranan dari Pegawai Negri seperti diistilahkan 
dalam dunia kemiliteran yang berbunyi “notthe gun, theman behindthe 
gun”,yaitu bukan senjata yang penting melainkan manusia yang 
menggunakan senjata itu. Senjata modern yang tidak mempunyai arti apa-
apa apabila manusia yang dipercaya menggunakan senjata itu tidak 
melaksanakan kewajibannya benar.8  Kranenburg memberikan pengertian 
dari Pegawai Negri Sipil, yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian 
tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan 
mewakili seperti anggota parlemen, presiden,dan sebagainya. Logemann 
dengan menggunakan kriteria yang bersifat materiil mencermati hubungan 
antara negara dengan Pegawai Negri Sipil dangan memberikan 
pengertiaan Pegawai Negri Sipil sebagai tiappejabat yang mempunyai 
hubungan dinas dengan nagara.9 Pegawai Negri Sipil menurut Kamus 
                                                          
8Muchsan,op.cit., hlm. 12 




Umum Bahasa Indonesia, “pegawai” berarti “orang yang bekerja pada 
pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan “negeri” berarti 
negara atau pemerintah, jadi pegawai negri sipil adalah orang yang bekerja 
pada pemerintah atau negara.10Pengertian Pegawai Negri terbagi dalam 
dua bagian, yaitu pengertian Stipulatif dan peengertian Ekstensif 
(perluasan pengertian). 
A. Pengertian Stipulatif 
Pengertian Stipulatif terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 
Tahun 2014, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN  secara tetap oleh pejabat 
pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. 
Pengertian tersebut, berlaku dalam pelaksanaan semua peraturan 
kepegawaian dan pada umumnya dalam pelaksanaan semua 
peraturan perundang-undangan lainnya, kecuali diberikan definisi 
lain.11 
B. Pengertian Ekstensif   
Selain dari pengertian Stipulatif ada beberapa golongan yang 
sebenarnya bukan Pegawai Negri Sipil menurut UU No. 5 Tahun 
2014, tetapi dalam hal tertentu dianggap sebagai dan diperlakukan 
sama dengan pegawai negri, artinya disamping pengertian 
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stipulatif ada pengertian yang hanya berlaku pada hal-hal tertentu. 
Pengertian tersebut terdapat pada antara lain sebagai berikut. 
a. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 415-437 KUHP 
mengenaikejahatan jabatan.menurut pasal-pasal tersebut rang 
yang melakukan kejahatan jabatan adalah yang melakukan 
kejahatan yang berkenaaan dengan tugas nya sebagai orang 
yang diserahi suatu jabatan publik, baik tetap maupun 
sementara. Jadi, orang yang diserahi suatu jabatan publik itu 
belum tentu Pegawai negri menurut pengertian stipulatif 
apabilamelakukan kejahatan dalamkualitasnya sebagai 
pemegang jabatan publik, ia dianggap dan di perlakukan sama 
dengan Pegawai negri, khusus untuk kejahatan yang 
dilakukannya. 
b. Ketentuan Pasal 92 KUHP yang berkaitan dengan status 
anggota dewan rakyat, anggota dewan daerah dan kepala 
desa.menurut pasal 92 KUHP, di mana diterangkan bahwa 
yang masuk dalam arti Pegawai Negri adalah orang-orang yang 
terpilih dalam pemilihan berdasarkan peraturan-peraturan 
umum dan juga mereka yang bukan dipilih tetapi diangkat 
menjadi anggota dewan rakyat dan dewan daerah serta kepala 
desa dan sebagainya. Pengertian Pegawai Negri menurut 
KUHP sangatlah luas, tetapi pengertian tersebut hanya berlaku 




pelanggaran jabatan dan tindak pidana lain yang disebut dalam 
KUHP, jadi pengertian ini tidak termasuk dalam hukum 
kepegawaian. 12 
c. Ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 
Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi 
memperluas pengertian dari Pegawai Negri. 
d. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 Tentang 
Pemberantasan Kegiatan Pegawai Negri dalam usaha swasta. 
Pengertian Stipulatif dan ekstensif merupakan penjabaran atas 
maksud dari keberadaan Pegawai Negri Sipil dalam hukum 
Kepegawaian. Pengertian tersebut terbagi dalam bentuk dan format 
yang berbeda, namun pada akhirnya dapat menjelaskan maksud 
dari pemerintah dalam memposisikan penyelenggara negara dalam 
sistem hukum yang ada, karena pada dasarnya jabatan negri akan 
selalu berkaitan dengan penyelenggara negara, yaitu Pegawai 
Negri. Berdasarkan pengertian Stipulatif, terdapat unsur-unsur dari 
Pegawai Negri Sipil,yaitu sebagai berikut. 
1. Warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat-
syarat menurut peraturan perundang-undangan; 
2. Diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian sebagai 
Pegawai ASN tetap; 
                                                          




3. Diserahi tugas dalam jabatan pemerntahan; 





E. Tinjauan Umum Tentang Aparatur Sipil Negara 
Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat ASN  adalah profesi bagi 
para Pegawai Negri Sipil dan Pegawai Pemeintahan dengan pejanjian kerja 
yang bekerja pada instansi pemerintah (Tenaga Kontrak) Pegawai Negri sipil 
dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat 
pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan 
atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang 
undangan yang berlaku. Kedudukan dan peranaan dari pegawai negri dalam 
setiap organisassi pemerintahan sangatlah menentukan, sebab para pegawai 
negri sipil merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan 
pembangunan nasional. Kedudukan Pegawai Aparatur Sipil Negara 
didasarkan pada UU No. 5 Tahun 2014 sebagai unsur  aparatur negara yang 
melaksanakan kebijakan yang di tetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah 
serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai 
poltik. Atas dasar itu, maka Pegawai Aparatur Sipil Negara berfungsi sebagai: 
1. Pelaksana kebijakan publik yang dibuat pejabat pembina; 




3. Perekat dan pemersatu bangsa. 
Tugas dan fungsi pegawai Aparatur Sipil Negara diarahkan untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan 
merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan 
pembangunan. Rumusan kedudukan pegawai Aparatur Sipil Negara 
didasarkan pada pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya 
menjalankan fungsi umum pemerintahan tetapi juga harus mampu 
melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan kata lain pemerintahan bukan 
hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan tetapi juga harus mampu 
menggerakan dan meperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat 
banyak.13 
Pegawai aparatur sipil negara memiliki peran strategis untuk 
menyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai 
tujuan negara.Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan 
nasional terutama sekali tergantung pada kesempurnaan pegawai Aparatur 
Sipil Negara yang pada pokoknya tergantung juga dari kesempurnaan pegawai 
Aparatur sipil Negara.Dalam konteks hukum publik, pegawai aparatur sipil 
negara bertugas membantu presiden sebagai kepala pemerintahan dalam 
menyelenggarakan pemerintahan, tugas melaksanakan peraturan perundang-
undangan, dalam arti kata wajib mengusahakan agar setiap peraturan 
perundang-undangan ditaati oleh masyarakat.Di dalam melaksanakan 
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peraturan perundang-undangan pada umumnya, kepada aparatur sipil 
negaramelalui jabatan pegawai negri sipil diberikan tugas kedinasan untuk 
daksanakan sebaik-baiknya. Sebagai abdi negara seorang pegawai Aparatur 
Sipil Negara juga wajib setia dan taat kepada Pancasila sebagai falsafah dan 
ideologi negara, kepada UUD NRI Tahun 1945, kepada negara dan kepala 
pemerintah.14  Selain sebagai aparatur negara, pegawai Aparatur Sipil Negara 
ditempatkan juga sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang dituntut 
untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, karenanya ia harus 
mempunyai kesetiaan, ketatan penuh terhadap Pancasila, UUD NRI Tahun 
1945, negara, dan pemerintah sehngga dapat memusatkan segala perhatian 
dan pikiran serta mengerahkan segala daya upaya dan tenaganya untuk 
menyelengarakan tugas pemerintahan serta pembangunan secara berdaya guna 
dan berhasil guna.      
 
F. Tinjauan Umum Tentang Kepegawaian 
Selama revolusi fisik,  pemerintah mengalami kesulitan untuk menata 
administrasi kepegawaian dengan baik, karena lembaga yang menangani 
administrasi kepegawaian belum terbentuk. Pada awalnya kantor urusan 
pegawai (KUP) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 
1948 tanggal 30 Mei 1948 dan berkedudukan di Yogyakarta. KUP khusus 
diperuntukan menangani pegawai pemerintah RI, sedangkan pegawai yang 
mengabdi pada pemerintah Hindia Belanda dikelolah oleh Djawatan Umum 
                                                          




Urusan Pegawai (DUUP) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur 
Jendral Hindia Belanda No. 13 Tahun 1948, beberapa hari setelah lahirnya 
KUP.  
Pada perkembangan selanjutnya, pemerintah memandang perlu untuk 
memusatkan urusan kepegawaian di Indonesia yang sebelumnya telah 
diselenggarakan oleh KUP di Yogyakarta  dan DUUP di Jakarta. Berdasarkan 
PP No. 32 Tahun1950, kedua lembaga tersebut dilebur menjadi satu dan 
diberi nama KUP yang berkedudukan di Jakarta. Pada dasarnya tuas pokok 
KUP menurut PP No. 11 Tahun 1948 adalah mengurus kedudukan dan gaji 
Pegawai Negri serta mengatasi supaya peraturan kepegawaian dijalankan 
dengan tepat. Meskipun KUP sudah terbentuk, namun belum cukup berfungsi, 
karena tata usaha kepegawaian pada waktu itu dapat dikatakan belum teratur, 
dan tidak dapat dilakukan pembinaan tata usaha kepegawaian dengan baik, hal 
ini disebabkan oleh komunikasi yang sulit, kurangnya tenaga ahli 
kepegawaian, dan sulitnya menyimpan arsip, sehingga fungsi lembaga ini 
tidak maksimal dan eksistensinya tidak dirasakan oleh pegawai negri.  
Dalam rangka meningkatkan fungsi KUP tersebut, melalui PP No. 32 
tahun 1972 kelembagaan KUP diubah menjadi Badan Administrasi 
kepegawaian Negara (BAKN). BAKN ditetapkan menjadi lembaga 
Pemerintahan Nondepartemen yang berkedudukan Langsung dan bertanggung 
jawab kepada Presiden. 
Fungsi dan eksistensi BAKN diatur melalui Keputusan President No. 




1998. Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-
pokok kepegawaian dengan Undang-undang No. 43 Tahun 1999, 
mengakibatkan pembentukan Badan Kepegawaian Negara ini akan 
menjadikan fungsi dan eksistensinya lebih dipertegas. Aturan hukum yang 
mendasari dibentuknya Badan Kepegawaian Negara adalah pasal 34 ayat (1) 
Undang-Undang No. 43 Tahun 1999, bahwa untuk menjamin kelancaran 
penyelenggaraan kebijaksanaan manajemen PNS, dibentuk Badan 
Kepegawaian Negara. 
Selain itu, untuk kelancaran pelaksanaaan administrasi kepegawaian di 
daerah, dibentuk Badan kepegawaian Daerah (BKD) atas dasar ketentuan 
pasal 34 A ayat (1) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999.BKD merupakan 
Perangkat Daerah otonom yang dibentuk oleh kepala Daerah.Badan 
Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok membantu Pejabat Pembina 
Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen PNS daerah, dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Melalui 
Keputusan president No 159 Tahun 2000, tantang pedomen pembentukan 
Badan Kepegawaian Daerah, bagi daerah otonom (provinsi atau 
kabupaten/kota) yang belum membentuk Badan Kepegawaian Daerah 
menurut ketentuan ini, manajemen administrasi kepegawaian daerahnya 
dilakukan oleh sebuah badan atau unit pengelolaan kepegawaian daerah 




bersangkutan.15Peluang pemerintah pusat untuk ikut campur tangan mengatur 
penyelenggaraan administrasi kepegawaian daerah sangat kecil. Badan 
Kepegawaian Negara sebagai bagian dari lembaga pemerintah tingkat pusat 
bahkan tidak mepunyai peluang sama sekali untuk mengatur administrasi 
kepegawaian tingkat daerah. Peluang tidak langsung terhadap kewenangan 
Badan Kepegawaian Negara untuk mengatur administrasi kepegawaian daerah 
adalah dalam hal menetapkan kebijaksanaan tentang norma, standar dan 
prosedur administrasi kepegawaian secara nasional, itu pun hanya dapat 
dilakukan melalui koordinasi, kerja sama, dan keanggotaanya dalam Komisi 
Kepegawaian Negara.16 Setelah berlakunya Undang-Undang No. 32 tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang No. 
22 Tahun1999, pengaturan mengenai administrasi kepegawaian daerah 
berubah lagi dengan adanya peluang bagi pemerintahan pusat untuk mengatur 
administrasi kepegawaian daerah. Hal ini seperti diatur dalam Pasal 129 ayat 
(1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pemerintah 
melaksanakan pembinaan manajemen PNS Daerah dalam satu kesatuan 
penyelenggaraan manajemen PNS secara Nasional. 
 
G. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum 
Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut legal protection, 
sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut rechtsbecherming. Perlindungan 
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hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang 
dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat 
agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau 
dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang 
harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, 
baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari 
pihak manapun.17 Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan 
martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh 
subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai 
kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari 
hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan 
perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan 
tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.18Perlindungan hukum adalah 
penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh 
hukum saja.Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan 
adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai 
subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta 
lingkungannya.Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban 
untuk melakukan suatu tindakan hukum.19 
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Harjono mencoba memberikan pengertian perlindungan hukum 
sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan 
yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap 
kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang 
perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.20Dapat dikatakan bahwa 
perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan 
berlandaskan hukum dan perundang-undangan.Perlindungan hukum bagi 
setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 
1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa 
mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan 
harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang 
berkembang di masyarakat.Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang 
mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga 
negara.Perlindugan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya 
untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa 
yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan 
ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya 
sebagai manusia.21Dalam Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 
konsep perlindungan hukum, yang tidak lepas dari perlindungan hak asasi 
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manusia, merupkan konsep Negara hukum yang merupkan istilah sebagai 
terjemahan dari dua istilah rechstaat dan rule of law.Sehingga, dalam 
penjelasan UUD RI 1945 sebelum amandemen disebutkan, “Negara Indonesia 
berdasar atas hukum, (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka 
(Machtsstaat)”. Teori Negara hukum secara essensial bermakna bahwa hukum 
adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau 
pemerintahan untuk tunduk pada hukum (subject to the law), tidak ada 
kekuasaan diatas hukum (above the law), semuanya ada dibawah hukum 
(under the rule of law), dengan kedudukan ini, tidak boleh ada kekuasaan 
yang sewenang-wenang (arbitrary power) atau penyalahgunaan kekuasaan 
(misuse of power).22 
Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat 
adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-
kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian 
kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan 
melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.23 Hukum melindungi 
kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk 
bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, 
atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan 
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dan kedalamannya.24 Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran 
hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada 
pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan 
dan kepentingan, tapi juga kehendak.25 Terkait fungsi hukum untuk 
memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan 
bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan 
produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan 
memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani 
kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.26 
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